BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pertanian  Nomor  05/Permentan/OT.140/1/2009 tentang
Perubahan kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian tahun Anggaran 2009 serta Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran
serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009
sehingga perlu menetapkan kembali Kebutuhan dan
Penyaluran sektor Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Gresik dengan
Peraturan Bupati.

. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

BudidayaTanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4411);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4778);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
A737);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan,;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasatr;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003
tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran, dan
Penggunaan Pupuk An-Organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003
tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006
tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006
tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat
Pusat;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentan/
SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pupuk An-Organik;

Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor  40/Permentan/
OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K
pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor tanggal 23 September 2008
Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian tahun Anggaran 2009;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 158 Tahun 2008
tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan
Perikanan Provinsi Jawa Timur.



Menetapkan
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Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2009;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan
Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2009

Tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2009. (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2009 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1.

Lampiran | untuk alokasi pupuk bersubsidi Sub sektor tanaman
pangan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana
terlampir.

Lampiran Il untuk alokasi pupuk bersubsidi Sub sektor Perikanan
Budidaya ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana

terlampir.

Pasal Il

Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal 20 Maret 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita D aerah

Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 25 MEI 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA’SUM, Drs., M.M






